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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan atau perkawinan merupakan salah satu perintah agama bagi
orang yang mampu untuk segera melaksanakannya, sesuai perintah Allah dalam
surat ar-Rum ayat 21 yang berarti: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya
ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu
cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijalan-Nya diantaramu rasa kasih
sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.”

Perkawinan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan
manusia, maka di Indonesia masalah perkawinan diatur dalam bentuk Undang-
Undang Perkawinan (UUP) No.1 tahun 1974, disebutkan bahwa:

Pasal 1

“perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan

Yang Maha Esa”

Rumah tangga sebagai insitusi sosial, diharapkan menjadi tempat
beriteraksi yang hangat dan intensif antara para anggotanya, tempat menanamkan
nilai-nilai sosial. Sebagai institusi hukum, rumah tangga diharapkan menjadi
tempat yang aman dan nyaman bagi semua anggotanya, saling melindungi, saling
menghormati, saling mencintai sehingga tumbuh kebahagiaan yang kekal.

Namun sebaliknya justru rumah tangga menjadi ajang tindak kekerasan.



Perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak itu, digolongkan sebagai
perbuatan pidana, yang disebut dengan tindak pidana kekerasan dam rumah
tangga (TPKDRT). Istilah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berasal
dari bahasa Inggris, yaitu criminal domestic violence, sedangkan bahasa Belanda
disebut dengan crimineel huiselijk geweld terdiri atas tiga suku kata, yang
meliputi:

a. Tindak pidana;

b. Kekerasan; dan

¢. Rumah tangga’.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan bentuk tindak
kekerasan yang terjadi dalam ruang lingkup rumah tangga yang berbasis gender
yang dapat menimbulkan kesengsaraan dan penderitaan bagi korbannya yang
sebagian besar adalah kaum perempuan, dan pelakunya adalah kaum laki-laki.
Budaya patriarki merupakan penyebab dalam terjadinya kekerasan dalam rumah
tangga, yang memilki pemahaman bahwa seorang laki-laki mempunyai peran
yang mendominasi dalam rumah tangga yang tidak bisa disetarakan dengan
wanita dan hal tersebut telah sesuai dengan konstruksi sosial budaya yang
diemban masyarakat kita. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dianggap
persoalan privat, karena merupakan persoalan pribadi maka masalah-masalah
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dianggap sebagai rahasia keluarga.
Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah
penghormatan terhadap martabat manusia, kaitannya dengan hak-hak suami istri

dalam rumah tangga, serta arti kekerasan atau diskriminasi terhadap perempuan.
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Serta perlunya peningkatan pemahaman dan pengetahuan masyarakat secara luas
mengenai kesetaraan dan keadilan gender guna meningkatkan kesejahteraan dan
perlindungan perempuan dari tindak kekerasan dan meningkatkan partisipasi
kaum perempuan disegala bidang khususnya dalam bidang pembangunan dan
perlunya sosialisasi Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Pengahpusan
tindak Kekerasan dalam rumah tangga®.

Kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang
No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
merumuskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah :

“setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, Yyang
berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, seksual
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara
melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.

Kekerasan dalam Rumah Tangga seperti yang tertuang dalam Undang-
undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga, memiliki arti setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan,
yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual,
psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga.

Masalah kekerasan dalam rumah tangga telah mendapatkan perlindungan

hukum dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 yang antara lain

menegaskan :
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a. setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebes dari
segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan
Undang-undang Republik Indonesia tahun 1945.

b. segala bentuk kekerasan, terutama Kekerasan dalam rumah tangga
merupakan pelanggaran hak asasi manusia, dan kejahatan terhadap
martabat kemanusiaan serta bentuk deskriminasi yang harus dihapus.

c. korban kekerasan dalam rumah tangga yang kebanyakan adalah
perempuan, hal itu harus mendapatkan perlindungan dari Negara
dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau
ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan
derajat dan martabat kemanusiaan.

d. berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a, huruf b,
huruf ¢, dan huruf d perlu dibentuk Undang-undang tentang
penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

Bentuk-bentuk kekerasan dalam Undang-undang No.23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dialami perempuan
itu sangat banyak, antara lain, kekerasan fisik, (misalnya: tamparan, pemukulan,
pencekikkan, lemparan benda Kkeras, penyiksaan menggunakan senjata,
penyekapan, pengrusakan alat kelamin, penganiayaan dan pembunuhan);
kekerasan psikologis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya
rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya,
bentakan dan ancaman yang diberikan untuk memunculkan rasa takut; kekerasan
seksual, yaitu setiap perbuatan pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak
wajar dan atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan tujuan
komersial dan atau tujuan tertentu.

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan
pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan
serta merupakan bentuk diskriminasi. Kekerasan dalam bentuk apapun dan
dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat

dibenarkan. Oleh karena itu, sekecil apapun kekerasan yang dilakukan dapat

dilaporkan sebagai tindak pidana yang dapat di proses hukum. Kekerasan dalam



rumah tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk
melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan
hukum dalam lingkup rumah tangga®.

Ketentuan Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Pasal 44 Undang-undang No.23 Tahun 2004 :

1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup
rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling
banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana
dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda
paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling
lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00
(empat puluh lima juta rupiah).

4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan
penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata
pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp
5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Berbicara tentang kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga terdapat
kasus pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor 8/Pid.Sus/ 2023/PN
Bnr, Terdakwa Shendy Restu Octariansyah Putra Bin Erry Roesdyanto tersebut
di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“melakukan  kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang
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mengakibatkan Korban jatuh sakit yang dilakukan secara berlanjut”, sebagaimana

diatur Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Dari uraian tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengadakan
penelitian tentang “Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam  Lingkup

Rumah  Tangga Yang Mengakibatkan Korban Jatuh Sakit Dilakukan Secara

Berlanjut (Studi Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnr)”

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai
berikut.

1. Bagaimana penerapan unsur-unsur Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 23 Tahun
2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64
ayat (1) KUHP pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara Nomor
8/Pid.Sus/2023/PN Bnr?

2. Apa yang menjadi pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan
pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup
Rumah Tangga  Yang Mengakibatkan Korban Jatuh Sakit Yang
Dilakukan Secara Berlanjut pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnr?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 23
Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo
Pasal 64 ayat (1) KUHP pada Putusan Pengadilan Negeri Banjarnegara

Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnr?



Untuk mengetahui pertimbangan hukum bagi hakim dalam menjatuhkan
pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup
Rumah Tangga  Yang Mengakibatkan Korban Jatuh Sakit Yang

Dilakukan Secara Berlanjut pada Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Bnr?



